
BAB V

KESIMPULAI{ DAN SARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibsrikan pada bab-bab sebelumnya,

maka kesimpulan yang sekaligus jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

1. Ketentuan mengenai anti-dumping dalam WTO diatur dalam Pasal VI GATT

1994 dan Agreement on Implementation of Article YI of GATT 1994 atau yang

lebih dikenal dengan the Anti Dumptttg agreement (ADA). Suaru produk

dikategorikan melakukan praklek mg:ika suatu produk dijual di negaftr

lain di bawah harga normaq ap*ita, g impor ya.rg masuk dengan harga

dumping tersebut:,menyebabkan 'injury fterugian) bagi indushi dalam negeri;

dan terdapat 
"ao*al 

ftne (hubungan) antara dumping yang dilakukan dengan

akibat injury yang terjadi.

2. Suatu praktek dumping dikatakan terjadi ketika produk barang yang diekspor ke
luar negeri, dijual dengan harga lebih rendah dari barang se3'enis yang dijual di
pasar domestik' pengertian dalam hal ini adalah harga:,produk ekspor dari
Negara luar yang masuk ke Afrita setatan atau *il; SACU o"og* t u.gu
yang lebih rendah d*t .!r ' al barang. serain it', suatu produk dapat
dikatakan d'mping jika harga nro{uk barang yang diekpor ke Negara ketiga
lebih rendah dibandingkan barang:sejeni. y*g dijuar di pasar domestik, serta
harga produk barang yang dijuar lebih rendah dibandingkan dengan barang yang
sejenis yang diekspor ke Republik (dalam hal ini Afrika Selatan) dari Negara
lain- selain ifu, adanya maturicr tryury, termasuk didaramnya adarah actual
msterial iniury, c threat af material mlary atau tlrc material retordation of the
estabrishment of an tndustry. serta adanya cawar rink a*tan dumping dan
material mlury.

3' Pengenaan BMAD oleh Afrika seratan pada tahun 1999 sampai dengan 2004
kepada pr. Indah Kiat purp and paper Tbk. sebesar g,3yo,pr. pabrik Kertas
Tjiwi Kimia Tbk. sebesar T,a/a, danpr. pindo Deri purp and paprM*rs sebesar
r0,3yo selama jangka wakfu 5 tahun telah sesuai dengan ketentuan wTo. Akan
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tetapi pengenaan BMAD oleh Afrika Selatan pada pertengahan tahun 2At4

sampai dengan 2008 tidak sesuai dengan ketentuan wro- sebab pada saat
pelaksanaan sunset review yang dalam pelaksanaannya telah melanggar
ketentuan vrro' tidak terbukti adanya tnjary pada produsen domestik Negara
pengimpor. Penyelesaian sengketa atas tuduhan dumping yang dilakukan oleh
Afrika selatan terhadap Indonesia telah sesuai dengan ketentuan GATT-wro,
dimana jika terjadi kasus tuduhan dumping maka berdasarkan GATT Article
XXII: | (consultation), Indonesia mengajukan permintaan kepada councittmtuk
mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang bersangkutan, yafigdalam hal
ini adalah Afrika Seiatarr. Konsultasi bilateral yalrg dilaksanakan pada bulan
oktober tahun 200? sampai dengan. .bEkm Juni tahun 200g tersebu! pada
akhimya menemukan titik temu'diantara kedua krah pihak. pada akhimva.
lrAC mengumumkan dihentikannya pengenaim BMAD terhadap produk kertas
dari lndonesia tersebut pada Government Gazene Nomor 3ll23tahun 200g.

4- Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk meraksanakan per:ur dan fungsinya
dalam mengamankan perdagangan dan kepentingan bangsa secara k"s"run hun,
diantaranya atas tuduhan dumping yang dituduhkan oreh N; tuu, t"*ruaup
produk lndonesia Langkah-rangkab yang terah dirakukan oreh pemerintah
lndonesia daram upaya penyeresaian tuduhan dumping 

"r", 
b;;"g il;Indonesia antara rain adarah c€pat tanggap tedradap inisiasi, namun padabeberapa kasus tuduhan d'mping yang terjadi, seringtari pemerintah Indonesia

kurang cepat memberikan tanggapan atas kasus fuduhan dumping tersebu!dikarenakan seringkali pemerintah Indonesia baru hrtind*'orr,un mernperolehIaporan dari pihak eksportir atas terjadinya tuduhan dumping; mempersiapkanpetisi dengan baik; merakukan pemberaan diri (setf defence) yang ,erarah;sosialisasi penarganan tuduhan dumping; upaya mencegah terjadinya tuduhandumping. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (khususnyaDirektorat pengamanan perdagangan) unfuk mencegah terjadinya kembarituduhan dumping adarah meraksanakan kegiatan earry warning system,pemberdayaan sDM Dire*torat pengamanan perdagangan 
KementerianPerdagangan, serta merakukan sosiarisasi mengenai pantingnya mengetahui
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harga di Negara tujuan ekspor dan strategi menghadapi tuduhan dumping kepada
produsen.

5.2 Saran

saran yang penuris ajukan dari hasil penelitian ini adarah:
a. Pernerintah Indonesia

1) Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian perdagangan harus lebih
represif daram menangani permasarahan tuduhan dumping oreh Negara luar
terhadap komoditi ekspor Indonesia;

2) D'aksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada
Direktorat pengamanan perdagangan Kgnenterian perdagangan;

3) sosialisasi dumping hendll<.nrg,tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar
di rndonesi4 tetapi juga hingga ke Kabupaten, nrengingat banyak pura
pengusaha kec' yang turut serta auru* perdagangan *k"po.,i*po, * **"u
Negara;

4) Kegiatan earry warniig *o**",'i -; ini mulai"dit htan orehpemerintahfnC,iahasslebihdi;i 
npelaksanaannyajanganhanya

ditakukan p* xegnii besai-uu,4 akan ,""',-lL # .;;;;;
tujuan ekspor Indonesia lahnya;

5) pemerintah

pe rdagan ga ",l:"":"'fi Jffi 
t; 
#"fr', :. il;ffi "lrffi;*KADTN. 

"l::"l"fsanakan negiaran 
"*,;;;;r;ffi;sosiarisasi mengenai kegiatan 

"db, 
wqrning *"** dapat terbantu orehKADIN kepada seturuh pengusaha Indonesia;

6) pemerintah Indonesia harus cepat tanggap terhadap kemungkinan adanyafuduhan dumping oreh Negara luar, serta mempersiapkan jarur komunikasiyang rebih rancar agar setiap informasi terhadap adanya tuduhan dumpingdapat rebih cepat diterima dan diketahui oreh pemerintah Indonesia.b. Pengusaha Indonesia {selaku eksportir}.
I) pam pengusaha Indonesia (seraku eksponi{ harus memahami resiko daridumping' sebab setiap Negara, terutarna Negara tujuan ekspor, pasti
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melindungi masuknya barang dari ruar negeri untuk menjaga kerangsungan
usaha di negara mereka;

2\ Jika terkena tuduhan dumping, ekportir harus segera merapor kepada pihak
pemerintah Indonesi4 sehingga pemerintah Indonesia dapat segera bertindak
kooperatif daram penanganan tuduhan dumping dan dapat segera merakukan
konsultasi dengan pemerintah Negara ruar yang melakukan tuduhan
dumping terhadap komoditi ekspor Indonesia;

3) Jika terkena tuduhan dumprng, ekportir harus lebih bersikap kooperatif
dalam menjawab seruruh questionnoire yang diberikan daram rangka' investigasi, sertia tidak menutup dan mengh arangipemberitahuan informasiyang dibutuhkan dalam proses investigasi;

"ff :fr:ff"*:.T:i1::.(*:1o-.",*.0'ryTl,hendaknvamemberikanrespon'
da,am rangka,J,J':'ffH:, TTH":JI;::il:"'ffiil::
secana baik dengan pihak pemerintah rroon"*iu- ;,"n, menanganipermasalahan tuduhan dumping oleh Negara luar.
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